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LEMBAR TINDAK LANJUT 

HASIL PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BIDANG 

HAKIM PENGAWAS BIDANG PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA 

 

DASAR HUKUM 

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor : NOMOR 3/KPA/SK.PW1/I/2025 

tanggal Kamis, 02 Januari 2025 perihal Pengawasan Bidang pada Pengadilan Agama 

Sungguminasa tanggal Selasa, 01 April 2025 s/d Senin, 30 Juni 2025  

 

OBJEK PEMERIKSAAN 

A. Manajemen Peradilan 

B. Administrasi Perkara 

C. Administrasi Persidangan 

D. Administrasi Kesekretariatan 

E. Manajemen Pengaduan Dan Kinerja Pelayanan Publik 

 

TEMUAN - TEMUAN 

A. MANAJEMEN PERADILAN 

1. Kondisi 

Perencanaan yang telah dibuat belum berdasarkan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku 

Kriteria 

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 1 dan 

Pasal 4; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 berserta lampirannya; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 berserta lampirannya; 

4. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 

878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25. 

5. SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya 



Sebab 

Tidak Profesional 

Akibat 

Perencanaan tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Rekomendasi 

Agar melibatkan seluruh unsur bagian dalam menyusun perencanaan 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi terhadap 

penyusunan perencanaan 

2. Kondisi 

Perencanaan belum mencakup sarana dan prasarana 

Kriteria 

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 1 dan 

Pasal 4; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 berserta lampirannya; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 berserta lampirannya; 

4. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 

878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25. 

5. SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya 

Sebab 

Tidak Profesional 

Akibat 

Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan Peraturan 

Rekomendasi 

Agar melibatkan seluruh unsur dalam merencanakan kegiatan  



Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi dalam 

merencanakan kegiatan 

3. Kondisi 

Perencanaan belum memuat tujuan atau target yang akan dicapai setiap kegiatan 

Kriteria 

1. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Pasal 1 dan 

Pasal 4; 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 berserta lampirannya; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Evaluasi AKIP), Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 7 berserta lampirannya; 

4. Surat keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 

878/SEK/SK/VII/2022 Tentang Pedoman Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di 

bawahnya, hal 3, 6 s.d hal 25. 

5. SK Sekretaris Mahkamah Agung No. 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan 

Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang berada dibawahnya 

Sebab 

Tidak konsisten melaksanakan peraturan yang berlaku 

Akibat 

Pekerjaannya hanya diketahui oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Timnya 

Rekomendasi 

Agar melibatkan seluruh unsur dalam mengelola perencanaan 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi seluruh 

pegawai dalam mengelola perencanaan 

4. Kondisi 

Belum dilakukan penetapan kriteria sebagai penilaian keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan kriteria yang ditetapkan belum memenuhi unsur- unsur, ukuran yang 

dipakai, cara pengukuran, penyimpangan yang ditolerir, pihak-pihak yang 

berkepentingan 



Kriteria 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja 

Pegawai Negeri; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai 

Aparatur Sipil Negara Bab I Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Bab II Pasal 7 

sampai dengan Pasal 14; 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab 

I Pasal 1, Pasal 4, Pasal 442 sampai dengan Pasal 444; 

Sebab 

Tidak profesional 

Akibat 

Tidak ada ukuran dalam menentukan keberhasilan pekerjaan 

Rekomendasi 

Agar segera disusun indikator target setiap kegiatan 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindak lanjuti, sejak awal tahun sebenarnya telah dibuat indikator kinerja 

untuk keseluruhan Hakim dan Pegawai sesuai visi dan misi PA Sungguminasa 

dalam bentuk program kerja Tahun 2025 yang ditandatangani oleh Ketua PA 

Sungguminsa. 

5. Kondisi 

kriteria-kriteria tersebut belum dibuat 

Kriteria 

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja 

Pegawai Negeri; 

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai 



Aparatur Sipil Negara Bab I Pasal 3 sampai dengan Pasal 6, Bab II Pasal 7 

sampai dengan Pasal 14; 

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan Bab 

I Pasal 1, Pasal 4, Pasal 442 sampai dengan Pasal 444; 

Sebab 

Tidak profesional 

Akibat 

Tidak bisa mengukur  

Rekomendasi 

Agar segera dibuat indikator 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, sejak awal tahun sebenarnya telah dibuat indikator kinerja 

untuk keseluruhan Hakim dan Pegawai sesuai visi dan misi Pengadilan Agama 

Sungguminasa yang ditandatangani Ketua dalam bentuk Program Kerja Tahun 

2025 

B. ADMINISTRASI PERKARA 

C. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

1. Kondisi 

Pemanggilan para pihak belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Pasal 717 R.Bg 

Sebab 

Pedoman/petunjuk pelaksaan tugas untuk Jurusita/Jurusita Pengganti belum jelas 

Akibat 

Pemanggilan elektronik  (e-Summons) tidak disertai dengan rellas panggilan yang 

dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita/Jurusita Pengganti sesuai ketentuan Pasal 

717 R.Bg 

Rekomendasi 

Perlu adanya sosialisasi kepada Jurusita/Jurusita Pengganti terkait pemanggilan 

pihak berdasarkan ketentuan Pasal 717 R.Bg 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti. Sudah dilakukan sosialisasi kepada Jurusita/Jurusita 

Pengganti terkait pemanggilan pihak berdasarkan ketentuan Pasal 717 R.Bg 



2. Kondisi 

Pelaksanaan persidangan belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

KMA 032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 jo. Keputusan Kamar 

Lingkungan Peradilan Agama Nomor 14/TUADA-AG/IX/2013 tentang 

Buku II edisi revisi tahun 2013, bagian bagian 7. Pelaksanaan Sidang, huruf 

(b) tentang Berita Acara Sidang angka 3. 

Sebab 

Tidak profesional Panitera Pengganti dalam menyelesaikan berita acara sidang 

Akibat 

Terdapat beberapa perkara yang tidak diselesaikan berita acara sidang pada saat 

perkara sudah putus atau ditunda musyawah majelis. Akibatnya beberapa berita 

acara sidang mengikuti putusan/penetapan atau harus ditunda kembali untuk 

pembacaan putusan karena tidak adanya berita acara sidang.  Diantaranya, perkara 

Nomor 50/Pdt.G/2025/PA.Sgm, 235/Pdt.P/2025/PA.Sgm, 51/Pdt.G/2025/PA.Sgm, 

433/Pdt.G/2025/PA.Sgm, 56/Pdt.G/2025/PA.Sgm, 207/Pdt.P/2025/PA.Sgm, 

222/Pdt.P/2025/PA.Sgm, 226/Pdt.P/2025/PA.Sgm.  

Rekomendasi 

Perlu adanya pembinaan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan terkait hal 

tersebut. 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti. Telah dilakukan Pembinaan terkait keterlambatan Berita 

Acara Sidang atas perkara tersebut kepada Panitera Pengganti yang bersangkutan. 

3. Kondisi 

Mediasi elektroni dilaksanakn belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 6 Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di 

Pengadilan Secara Elektronik 

Sebab 

Ruang mediasi belum dilengkapi dengan blanko mediasi secara elektronik 

Akibat 

Administrasi pelaksanaan mediasi secara elektronik belum sesuai dengan Perma 3 

tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik 



Rekomendasi 

Ruang mediasi dilengkapi dengan instrumen mediasi secara elektronik 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti. Ruang Mediasi telah dilengkapi dengan instrumen mediasi 

secara elektronik. 

4. Kondisi 

Mediasi elektroni dilaksanakn belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Pasal 14 Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara 

Elektronik 

Sebab 

Belum adanya sosialisasi kepada Mediator Non Hakim terkait Perma 3 tahun 2022 

tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik 

Akibat 

Pelaksanaan mediasi secara elektronik belum sesuai dengan Perma 3 tahun 2022 

tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik  

Rekomendasi 

Perlu adanya sosialisasi Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara 

Elektronik kepada Mediator Non Hakim 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti. Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2022 tentang 

Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik kepada Mediator Non Hakim 

5. Kondisi 

Mediasi elektroni dilaksanakn belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Pasal 17 ayat (1) dan (3) Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan 

Secara Elektronik 

Sebab 

Belum adanya sosialisasi kepda Mediator Non Hakim terkait Perma 3 tahun 2022 

tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik 

Akibat 

Mediator Non Hakim belum memahami tata cara mediasi secara elektronik sesuai 

Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik  



Rekomendasi 

Perlu adanya sosialisasi Perma 3 tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara 

Elektronik kepada para Mediator 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti. Telah dilakukan sosialisasi Perma No. 3 Tahun 2022 tentang 

Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik kepada Mediator Non Hakim 

6. Kondisi 

Pengaburan informasi (anonimisasi) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

SK KMA 2-114 KMA/SK/VIII/2022, VIII. Prosedur Pengaburan sebagian 

Informasi Tertentu yang Wajib Diumumkan dan Informasi yang Dapat 

Diakses Publik, huruf B, angka 3, halaman 36. 

Sebab 

Ketidakpahaman Petugas tentang anonimisasi identitas anak 

Akibat 

Identitas anak yang masih di bawah umur yang dimohonkan Diska tertulis jelas 

dalam Penetapan dan tidak dianonimisasi 

Rekomendasi 

Perlu adanya sosialisasi dan pemahaman kepada Petugas yang ditunjuk untuk itu 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti. Telah dilakukan Sosialisasi dan diberikan pemahaman 

kepada Petugas PTSP terkait Annonimisasi Anak pada Perkara Dispensasi Kawin 

pada Pengadilan Agama Sungguminasa 

D. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN 

1. Kondisi 

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik 

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan; 

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan tentang Taksiran Panjar (Voorschoot) 

biaya perkara perdata pada pengadilan; 



Sebab 

masih ada anggaran prodeo sekitar 1 juta 

Akibat 

anggaran tidak bisa direvisi karena panggilan untuk perkara manual, bukan perkara 

ecourt 

Rekomendasi 

sebaiknya minta petunjuk ke badilag agar anggaran prodeo bisa terealisasi semua 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, bahwa akun prodeo masuk kedalam akun yang diblokir 

dalam rangka efisiensi pemerintah 

2. Kondisi 

Pengujian perencanaan anggaran dan pengelolaan keuangan/ pemeriksaan fisik 

belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 

2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja 

Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada 

di bawahnya 

Sebab 

terlambat dilakukan pemeliharaan 

Akibat 

Genset tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya 

Rekomendasi 

sebaiknya pemeliharaan dilakukan dengan segera agar barang (genset) tidak 

semakin parah rusaknya 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dilakukan pemeliharaan terhadap genset 

3. Kondisi 

Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan belum sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

Kriteria 

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Peraturan Pemerintah 

Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman 

Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja; (hanya khusus PNS) 

Sebab 

tidak dibuatkan sop tentang perhitungan ABK 

Akibat 

tidak ada SOP tentang perhitungan ABK 

Rekomendasi 

sebaiknya dibuatkan SOP tentang perhitungan ABK 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dibuatkan SOP tentang perhitungan ABK 

4. Kondisi 

Pengelolaan Kesekretariatan lainnya belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

1. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

588/SEK/SK/VI/2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pakaian Dinas Bagi 

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan 

Peradilan yang berada di bawahnya. 

2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

033/SK/V/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Stempel, 

Logo, Papan Nama, Pakaian Dinas dan Bendera Pengadilan Dalam Rangka 

Satu Atap Di Bawah Mahkamah Agung RI. 

Sebab 

masih banyak pegawai menggunakan pakaian tidak sesuai dengan aturan, misalnya 

pakaian dinas senin 

Akibat 

tidak adanya keseragaman 

Rekomendasi 

sebaiknya dilakukan sosialisasi oleh pimpinan agar seluruh pegawai menggunakan 

pakaian sesuai dengan aturan 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, sudah dilakukan sosialisasi oleh pimpinan agar seluruh 

pegawai menggunakan pakaian sesuai dengan aturan 



5. Kondisi 

Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Pasal 127 dan 130, Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Pedoman Umum Tata Naskah DinasSK KMA Nomor 

131/KMA/SK/VII/2034Tata Kearsipan III.A.3.Kartu Kendali, huruf (a) 

Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan III.A.3 Kartu 

Kendali, huruf (b) Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan 

III.A.3 Kartu Kendali, huruf (c) Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 

Sebab 

tidak adanya lembar disposisi warna kuning muda 

Akibat 

lembar disposisi warna kuning muda tidak tersedia 

Rekomendasi 

sebaiknya disediakan pula lembar disposisi warna kuning muda agar dipertukan 

sesuai dengan aturan 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, manajemen persuratan Pengadilan Agama Sungguminasa 

telah menggunakan aplikasi MASIGA yang mana aplikasi tersebut telah 

menerapkan SK KMA Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 

Berada Di Bawahnya serta SK SEKMA Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 Tentang 

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di 

Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 

dimana sarana pengendalian dan penerimaan naskah dinas sudah secara elektronik 

6. Kondisi 

Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Tata Kearsipan III.A.4. Lembar Pengantar Surat Biasa, Buku I Mahkamah 

Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan III.A.5. Lembar Disposisi, Buku I 

Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan III.A.6. Lembar Pengantar 

Surat Rahasia, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan 

III.A.7.Ticker File, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 

Sebab 

hanya 2 lembar disposisi yang tersedia yaitu warna pink muda dan warna putih 



Akibat 

tidak adanya lembar disposisi berwarna kuning muda 

Rekomendasi 

sebaiknya disediakan lembar disposisi kuning muda agar diperuntukkan untuk 

warna masing-masing 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, manajemen persuratan Pengadilan Agama Sungguminasa 

telah menggunakan aplikasi MASIGA yang mana aplikasi tersebut telah 

menerapkan SK KMA Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 

Berada Di Bawahnya serta SK SEKMA Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 Tentang 

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di 

Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 

dimana sarana pengendalian dan penerimaan naskah dinas sudah secara elektronik 

7. Kondisi 

Penerimaan Surat belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku 

Kriteria 

Tata Kearsipan III.A.4. Lembar Pengantar Surat Biasa, Buku I Mahkamah 

Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan III.A.5. Lembar Disposisi, Buku I 

Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan III.A.6. Lembar Pengantar 

Surat Rahasia, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007Tata Kearsipan 

III.A.7.Ticker File, Buku I Mahkamah Agung RI Edisi 2007 

Sebab 

tidak adanya lembar disposisi warna kuning muda 

Akibat 

tidak tersedianya lembar disposisi warna kuning muda 

Rekomendasi 

sebaiknya disediakan lembar disposisi warna kuning muda 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, manajemen persuratan Pengadilan Agama Sungguminasa 

telah menggunakan aplikasi MASIGA yang mana aplikasi tersebut telah 

menerapkan SK KMA Nomor 131/KMA/SK/VII/2023 Tentang Pedoman Tata 

Naskah Dinas Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang 

Berada Di Bawahnya serta SK SEKMA Nomor 627/SEK/SK/VII/2023 Tentang 

Klasifikasi Arsip dan Sistem Klasifikasi Keamanan Dan Akses Arsip Di 

Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya 

dimana sarana pengendalian dan penerimaan naskah dinas sudah secara elektronik 



E. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

1. Kondisi 

belum ada ruang bermain anak 

Kriteria 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

Sebab 

Tidak melaksanakan ketentuan yang ada 

Akibat 

Layanan publik tidak terpenuhi 

Rekomendasi 

Agar segera membuat ruang bermain anak 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dibuatkan ruang bermain anak 

2. Kondisi 

Ruang bermain anak belum dalam keadaan bersih dan wangi 

Kriteria 

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

Sebab 

Tidak profesional 

Akibat 

Layanan publik tidak terpenuhi 

Rekomendasi 

Agar segera dibuat ruang bermain anak 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dibuatkan ruang bermain anak 

3. Kondisi 

belum ada area ruang bermain anak aman untuk anak-anak 

Kriteria 



Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan. 

Sebab 

Tidak profesional 

Akibat 

Sarana layanan publik belum sempurna 

Rekomendasi 

Agar segera dibuat ruang bermain anak 

Tindak Lanjut  

Sudah ditindaklanjuti, telah dibuatkan ruang bermain anak 
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Berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan Tim Pengawas Bidang Pada Pengadilan 

Agama Sungguminasa, maka kami sudah menindaklanjuti temuan-temuan tersebut.  
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Nama : Nasriah, S.H., M.H. 

NIP : 197507061997032001  

Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa 

Nama : Rahmat Riyadhi Jufri, S.T., M.M. 

NIP : 197510222006041003 

Jabatan : Sekretaris Pengadilan Agama Sungguminasa 

Selanjutnya disebut Pihak Pertama. 

Nama : Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. 

NIP : 197306172001122004 

Jabatan : Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa 

Selaku Pemeriksa Pihak Pertama yang selanjutnya disebut Pihak Kedua. 
 

Pihak Pertama berjanji akan memenuhi perintah tindak lanjut hasil 

pemeriksaan dari tanggal Selasa, 01 April 2025 dan selambat-lambatnya 

tanggal Kamis, 26 Juni 2025. 

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kontrak ini dan mengambil tindakan 

yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi. 

Demikian kontrak kinerja ini dibuat untuk dilaksanakan dan 

dipergunakan sebagaimana mestinya. 
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Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., M.H. 
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PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2025

NO. PROGRAM KERJA KEGIATAN OUTPUT
WAKTU PELAKSANAAN

BIAYA SUMBER DANA
PENANGGUNG 

JAWAB
KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. MANAJEMEN PERADILAN

1 Penyelenggaraan
pencapaian tujuan organisasi Pengadilan

1. Menyusunan perencanaan yang mengacu 
kepada lnpres 07 tahun 1999 dengan 
melibatkan seluruh pejabat terkait

1 Terwujudnya tujuan organisasi Pengadilan. X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2. Melakukan rapat koordinasi dan pembinaan 
dengan bawahan secara berkala

2 Terselenggaranya pembinaan dan 
pengawasan melalui pemberdayaan 
hakim pengawasan bidang

X X X X X X X X X X X X - - Ketua

3. Melaksanakan kinerja berbasis Program 
sesuai dengan SOP.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

4. Melakukan Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kinerja melalui hakim 
pengawasan bidang sekali dalam 4 bulan

X X X - - Wakil Ketua

5. Melakukan penilaian kinerja dengan 
menggunakan SKP dan PKP (penilaian 
Kinerja Pegawai) sesuai SK KMA 210 Tahun 
2020 dan pelaporan E -Kinerja

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Prestasi

1. Mengupayakan peningkatan nilai kinerja 
TRIWULAN untuk memperoleh prestasi di 
tingkat banding (PTA Makassar).

Meningkatnya nilai kinerja Prestasi pada 
penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2. Mengupayakan percepatan pelaporan bulanan 
untuk DIPA 01 dan 04 (per tanggal 25 setiap 
bulan) oleh Bendahara untuk berkompetisi 
meraih prestasi di tingkat pengelolaan 
keuangan negara oleh KPPN.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

2. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
A. MANAJEMEN PENGADUAN

1 Peningkatan sarana pengaduan untuk 
masyarakat pencari keadilan

1. Mengaktifkan anjungan mandiri untuk 
pengaduan pada ruang pelayanan PA 
Sungguminasa

1 Tersedianya anjungan mandiri untuk 
pengaduan pada ruang pelayanan PA 
Sungguminasa

X - - Sekretaris

2. Mempublikasikan layanan pengaduan mandiri 
via media cetak dan media elektronik (website 
dan sosial media)

2 Layanan pengaduan PA Sungguminasa 
terpublikasi via media cetak (brosur) dan 
media elektronik (website dan sosmed)

X - - Sekretaris

B. PELAYANAN PUBLIK
1 Peningkatkan kemampuan petugas PTSP, 

meja Informasi dan pengaduan.
1. Menyelenggarak an kegiatan DDTK (Diklat Di 

Tempat Kerja) untuk petugas PTSP, meja 
informasi dan pengaduan

1 Terwujudnya petugas layanan (PTSP) 
yang handal dan kompeten.

X X X X - - Panitera Muda

2. Menyediakan SOP layanan publik bagi 
petugas PTSP, meja informasi dan 
pengaduan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas.

X - - Panitera, Panitera 
Muda

3. DDTK Pelayanan e-litigasi kepada petugas 
PTSP

X Panitera Muda

2 Peningkatan mutu pelayanan publik bagi 
pencari keadilan dan pengguna Pengadilan 
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP)

1. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) dan Meningkatnya pemanfaatan 
TI.

1 Terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan 
terpadu Satu Pintu (PTSP)

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

2. Memberikan informasi peradilan secara 
lengkap, dan menerima laporan pengaduan

2 Terwujudkan proses peradilan yang cepat, 
sederhana dan biaya ringan

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat 
tentang proses peradilan secara terbuka.

3 Terwujudnya peran serta masyarakat 
dalam memperbaiki  citra peradilan yang 
bermartabat dan dihormati

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

4. Menerima perkara yang diajukan oleh para 
pihak yang berperkara dan menaksir panjar 
biaya yang dituangkan dalam SKUM oleh 
petugas secara cepat dan benar sesuai 
dengan SOP.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

5. Menerima panjar biaya perkara melalui
Bank yang telah ditunjuk.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda
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6. Melaksanakan pembuatan laporan informasi 

dan pengaduan secara tepat dan benar serta 
mengirimkannya tepat waktu.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

7. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan 
akta cerai kepada para pihak.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

8. Meningkatkan pelayanan e-court. X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

9. Melakukan briefing petugas PTSP setiap pagi. X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

3 Penyelenggaraan data statistik yang akurat, 
informasi tentang prosedur berperkara dan 
informasi biaya perkara.

1. Menginput data perkara sesuai dengan 
tahapannya.

1 Tersusunnya akurasi data  dan statistik. X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

2. Membuat papan informasi tentang prosedur 
berperkara bagi pencari keadilan.

2 Terwujudnya keterbukaan informasi. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

3. Mempublikasikan penggunaan biaya perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

4. Mempublikasikan biaya perkara dan 
penggunaan biaya perkara melalui banner.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

5. Mempublikasikan informasi prosedur perkara 
melalui website

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

4 Penyampaian informasi tentang mediator 
yang terdaftar di pengadilan

1. Membuat   papan/banner   kompetensi 
mediator beserta jadwal tugasnya.

Terselenggaranya mediasi yang berkualitas. X - - Sekretaris

2. Membuat SK Mediator Tahun 2024 X Kasubbag Umum

5 Peningkatan pendaftaran perkara secara 
elektronik (e- court)

1. Melakukan sosialisasi e-court lanjutan pada 
SDM internal.

Terselenggaranya prosedur perkara secara 
elektronik.

X

2. Memberikan informasi melalui brosure e-court X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

3. Memberikan layanan informasi pada
meja khusus e-court

X X X X X X X X X X X X - - Panitera

6 Penyelenggaraan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1. Melanjutkan dan menyusun dokumen rencana 
kerja pembangunan ZI untuk semua area.

Terselenggaranya pemerintahan bebas korupsi X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2. Melakukan pemilihan agen perubahan 2022 
(role model)

X X Ketua

3. Melakukan keterbukaan informasi publik X X X X X X X X X X X X - - Pimpinan

4. Public Campaign ZI Wilayah Bebas Korupsi 
(banner dan audio)

X X X X X X X X X X X X - - Pimpinan

5. Melakukan monitoring dan evaluasi ZI X X Wakil Ketua

7 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Gugatan Mandiri

Mengupayakan agar seluruh perkara gugatan 
menggunakan aplikasi Gugatan Mandiri dengan 
cara memaksimalkan kerja petugas pendaftaran di 
PTSP dan petugas Posbakum PA Pangkajene 
(Untuk 2024 minimal 40% dari seluruh perkara 
yang masuk gugatannya wajib melalui aplikasi 
Gugatan Mandiri).

Meningkatnya nilai kinerja GUgatan Mandiri 
pada penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Petugas Pelayanan 
PTSP

3. ADMINISTRASI PERKARA
A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

1 Peningkatan kemampuan dan profesional 
hakim dalam mewujudkan putusan yang 
berkeadilan

1. Mengadakan diskusi hukum secara berkala 
dan kegiatan diklat ditempat kerja (DDTK)

Terwujudnya profesionalisme hakim dan 
kualitas putusan yang baik.

X X Ketua Sesuai
Kebutuhan

2. Mengikutsertakan hakim dalam kegiatan 
Bimtek yang diadakan oleh PTA Makassar 
dan Badilag/MARI.

Sesuai
Permintaan

3. Melakukan eksaminasi antar Majelis minimal 
tiga bulan sekali.

X X X X Ketua

2 Peningkatan kemampuan dan keterampilan 
hakim bidang ekonomi syari'ah.

1. Menyelenggarakan diskusi- diskusi tentang 
ekonomi syari'ah

Terwujudnya hakim yang berkualitas dalam 
penanganan sengketa ekonomi syari'ah

X X Ketua Sesuai Kebutuhan

2. Mengikutsertakan hakim dalam sertifikasi 
ekonomi syari’ah.

Sesuai Permintaan
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3 Pelaksanaan Langkah Strategis 

peningkatan jumlah penyelesaian perkara 
melalui mediasi

Menyelenggarakan mediasi yang berkualitas 
sebagai sarana penyelesaian perkara, dengan 
langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Tercapainya target penyelesaian perkara 
melalui mediasi. dan meningkatnya nilai kinerja 
Meidasi pada penilaian kinerja Triwulan.

X X X X X X X X X X X X - - Mediator

1. Mediator mengupayakan pelaksanaan 
mediasi agar berhasil seluruhnya.

2. Bila Mediasi tidak bisa berhasil seluruh maka 
diupayakan agar mediasi berhasil sebagian.

4 Peningkatan pelaporan perkara berbasis IT 1. Mendata perkara yang diterima dan yang 
diputus setiap akhir bulan.

Tercapainya penyampaian laporan perkara 
tepat waktu

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

2. Menginput data perkara dalam aplikasi 
laporan perkara.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

3. Mengirimkan laporan perkara paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

B. BIDANG ADMINISTRASI YUSTISIAL
1 Pelaksanaan tertib administrasi perkara 

sesuai dengan Bindalmin dan aplikasi SIPP
Melaksanakan administrasi perkara melalui SIPP 
meliputi:

Terselenggaranya keseragaman administrasi 
perkara sesuai Bindalmin dengan aplikasi 
SIPP.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

1. Memperbaharui SK penunjukan petugas 
PTSP dan kasir.

X Ketua

2. Menerima pendaftaran perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

3. Melakukan pengisian buku register perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

4. Melakukan pengisian buku keuangan perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

5. Melakukan minutasi. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

6. Melakukan penyerahan salinan putusan dan 
akta-akta lainnya.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

7. Membuat statistik perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

2 Peningkatan pelaksanaan administrasi 
perkara sesuai dengan pola Bindalmin dan 
SIPP

1. Menerapkan sistem SIPP dalam proses 
penyelesaian perkara dan mekanisme

Terwujudnya administrasi perkara yang tertib 
dan benar melalui SIPP

X X X X X X X X X X X X - - Hakim

2. Mengadakan pendalaman/kajian  pola 
bindalmin/teknis  administrasi dan teknis 
yustisial

X X X X Ketua

3. Mengadakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan administrasi peradilan meliputi :

X X X X X X X X X X X X - - Ketua

a. Penerimaan perkara X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua
b. Penulisan register X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera
c. Pembukuan keuangan X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera
d. Laporan dan kearsipan X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera
e. Minutasi X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera

3 Peningkatkan pengetahuan dan SDM 
dalam hal pengelolaan SIPP dan e-court.

1. Mengadakan DDTK terhadap pengguna 
aplikasi SIPP dan e- court, dan 
mengikutsertakan user SIPP dalam kegiatan 
Bimtek SIPP yang diadakan oleh PTA dan 
Badilag.

Terselenggaranya SDM yang handal X X X X X X X X X X X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

2. Menambah sarana dan perangkat yang 
berkenaan dengan penggunaan SIPP dan e-
court.

X X X X X X X X X X X X - - Wakil

3. Mengaktifkan penggunaan SIPP oleh seluruh 
user.

X X X X X X X X X X X X - -

4. Mengintensifkan pengawasan dan monitoring 
terhadap penyelenggaraan SIPP dan e- court.

X X X X Ketua, Wakil Ketua,
Panitera

4 Penyelenggaraan pengelolaan arsip perkara 
secara tertib, rapi dan aman, baik secara 
manual maupun elektronik.

1. Menghimpun putusan Pengadilan Agama 
Pangkajene tahun 2023

Terwujudnya pengelolaan arsip yang baik serta 
dapat memberikan informasi dengan cepat.

X X X X X X X X X X X X - Biaya Proses Panmud hukum, 
Arsiparis

2. Menempatkan arsip berkas perkara secara 
tertib dalam box dan menyimpannya pada rak 
secara aman sesuai dengan jenis berkas 
perkara dan manajemen arsip yang rapi dan 
terstruktur sehingga arsip mudah untuk 
dilacak.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud hukum, 
Arsiparis

3. Menyimpan semua arsip berkas perkara 
dalam dokumen/box.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud hukum, 
Arsiparis



PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2025

NO. PROGRAM KERJA KEGIATAN OUTPUT
WAKTU PELAKSANAAN

BIAYA SUMBER DANA
PENANGGUNG 

JAWAB
KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4. Menetapkan Tim Penilai dan Alih Media Arsip 

Perkara untuk mengukur tingkat kelayakan 
arsip untuk pemusnahan dan melaksanakan 
alih media arsip perkara.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera

5 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
kepada masyarakat.

1. Memberikan pelayanan prodeo (pembebasan 
biaya perkara) sebanyak 24 perkara.

Terselenggaranya pelayanan dukungan 
penyelesaian perkara

X X X X X X X X X X X X 18.000.000 DIPA Panmud Permohonan 
dan gugatan

2. Memberikan pelananan jasa konsultasi 
pelayanan  hukum  (posyankum)  bagi 
masyarakat sebanyak 550 Jam layanan.

X X X X X X X X X X X X 55.000.000 DIPA Panmud Hukum

6 Peningkatan penerapan pemanggilan 
Relaas melalui SIPP.

Mengintensivkan penggunaan aplikasi SIPP untuk 
mengirim dan mengambil relaas bantuan 
panggilan

Terlaksananya penyampaian bantuan 
pemanggilan /PBT dengan cepat.

X X X X X X X X X X X X - - Jurusita

7 Pelaksanaan pengiriman petikan putusan 
ke KUA.

Mengintensivkan pengiriman petitum putusan
ke KUA.

Terkirimnya petitum putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap ke KUA.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

8 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja SIPP

1. Mengupayakan meng-upload BAS dan 
PUTUSAN sebelum jam pulang kantor, dan 
jika terdapat kendala maka diberikan 
dispensasi waktu hingga pukul 19.00 Wita.

Meningkatnya nilai kinerja SIPP pada penilaian 
kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Hakim

2. Panitera Pengganti menginput amar putusan 
standar di SIPP hari Senin s.d. Rabu, namun 
untuk hari Kamis dan Jumat diinput oleh 
konseptor putusan bersamaan dengan e-Doc 
Putusan.

X X X X X X X X X X X X - - PP

3. Perkara perceraian yang sudah berpisah lebih 
dari 2 tahun, maka 1 kali sidang langsung 
putus, dengan catatan panggilan 
Tergugat/Termohon harus bertemu.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

4. Jurusita menyampaikan kepada Penggugat/ 
Pemohon untuk menyiapkan saksi pada 
sidang pertama setelah mendapat konfirmasi 
tentang ketidakhadiran Tergugat/Termohon.

X X X X X X X X X X X X - - Jurusita

5. Ketua Majelis mempunyai 1 hari sidang 
Utama dan 1 hari sidang Alternatif (antara hari 
Senin - Rabu) untuk fleksibilitas dalam 
menentukan hari sidang (PHS).

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim

6. Tidak ada pendaftaran perkara pada hari 
Jum’at kecuali pendaftaran melalui e-Court 
oleh Pengguna Terdaftar (Kuasa Hukum).

X X X X X X X X X X X X - - Petugas Pendaftaran 
PTSP

9 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Banding dan 
Kasasi

1. Mengupayakan ketepatan dan kecepatan 
dalam menyelesaikan pemberkasan dokumen 
banding dan kasasi.

Meningkatnya nilai kinerja Banding dan Kasasi 
pada penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

2. Mengupayakan ketepatan dan kecepatan 
dalam penginputan e-Doc banding dan kasasi.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

4. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
1 Pelaksanaan administrasi persidangan 

secara cepat, tepat, tertib dan benar.
1. Membuat Susunan Majelis Hakim, 

berdasarkan Daftar Urutan Senioritas Hakim.
Terselenggaranya keseragaman pola 
administrasi dan manejemen peradilan.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

2. Membuat Jadwal persidangan secara teratur. X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

3. Membagi perkara kepada Majelis Hakim 
secara berurutan dan berimbang.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

4. Meningkatkan penggunaan lnstrumen 
persidangan melalui SIPP.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

5. Menyelesaikan pembuatan BAS satu hari 
kerja sebelum sidang berikutnya

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

6. Melaksanakan panggilan para pihak minimal 3 
(tiga) hari kerja sebelum sidang, dan relaas 
telah masuk berkas maksimal 1 (satu) hari 
kerja sebelum sidang.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

7. Melakukan one day minutasi perkara setelah 
putus.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP
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2. Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi 1. Menetapkan petugas pelayanan serta tenaga 

admin untuk E-Court dan E-Litigasi.
X - - Ketua

2. Menyelenggarakan E-Court dan E-Litigiasi 
sesuai Langkah strategis yang ditetapkan :

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

a. Mewajibkan pendaftaran perkara e-Court 
untuk Advokat (Pengguna Terdaftar)

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

b. Meningkatkan pendaftaran perkara e-
Court untuk masyarakat pencari keadilan 
(Pengguna Lainnya) sesuai komposisi 
yang ditargetkan oleh pimpinan.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

c. Pihak Tergugat/Termohon beralamat di 
daerah Luar Batas Antar PT.Pos (daerah 
kepulauan) tidak perlu didaftarkan e-Court

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

d. Mengupayakan agar seluruh perkara e-
Court yang kedua belah pihaknya hadir 
untuk menggunakan layanan e-Litigasi

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

5. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
A. KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA

1 Peningkatan disiplin pegawai. 1 Menyiapkan dan mengolah daftar hadir dan 
pulang baik manual dan fingerprint.

Terwujudnya kedisiplinan pegawai X X X X X X X X X X X X - - Ketua

2 Monitoring kedisiplinan pegawai melalui data 
rekap absen.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

3 Melaksanakan evaluasi kedisplinan pegawai. X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

2 Penyelenggaraan sistem
pengelolaan data pegawai

1 Menata dan melengkapi jenis berkas 
kepegawaian pada file masing-masing 
pegawai.

Tersedianya dan terupdatenya kelengkapan 
berkas pegawai baik manual mapun elektronik

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

2 Mengisi kelengkapan data pegawai pada buku 
induk kepegawaian.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Mengupdate data pegawai dalam aplikasi 
SIKEP, SAPK BKN, LHKPN dan Komdanas.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

4 Monitoring aplikasi SIMPEG, SIKEP, SAPK 
BKN, LHKPN dan Komdanas.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Peningkatan kualitas SDM melalui 
pengusulan pendidikan dan pelatihan bagi 
pegawai serta penyusunan kompetensi 
pegawai

1 Mengajukan usul pegawai untuk mengikuti 
bintek, diklat dan sosialisasi.

Terwujudnya kualitas SDM yang kompeten. Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai permintaan

2 Menyusun kompetensi seluruh pegawai. Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai permintaan

4 Pengusulan pengembangan karir pegawai 
dan rolling melalui Rapat Baperjakat

1 Mengadakan rapat Baperjakat untuk promosi 
pegawai maupun rolling.

Terselenggaranya kegiatan promosi dan mutasi Tim Baperjakat Sesuai kebutuhan

2 Mengajukan usul promosi jabatan hasil rapat 
Baperjakat.

Tim Baperjakat Sesuai kebutuhan

5 Peningkatan pelayanan administrasi 
kepegawaian

1 Membuat buku kontrol KGB dan menerbitkan 
SK Kenaikan Gaji Berkala.

Terselenggaranya administrasi pegawai yang 
baik.

X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

2 Membuat buku kontrol kenaikan pangkat dan 
mengajukan usulan kenaikan pangkat Hakim 
dan PNS secara paperless maupun manual.

X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Mendistribusikan Formulir Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) setiap tahun.

X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

4 Membuat buku kontrol dan mengusulkan 
penghargaan satya lencana.

X - - Kasubbag 
Kepegawaian

5 Memperbaharui data statstik pegawai. X - - Kasubbag 
Kepegawaian6 Membuat buku kontrol cuti dan melayani 

permohonan cuti pegawai
X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 

Kepegawaian
Sesuai permintaan

7 Mengajukan usul pembauatan karpeg, karis, 
karsu, askes, taspen, dll.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai permintaan
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6 Penyusunan Laporan Kepegawaian 1 Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Terlaksananya laporan kepegawaian sesuai 

peraturan
X - - Kasubbag 

Kepegawaian
2 Memperbarui Job deskription (Uraian tugas) 

dan papan nama JD di meja masing-masing 
pegawai

X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Memperbaharui Struktur Organisasi, papan 
nama dan data personalia.

X - - Kasubbag 
Kepegawaian

4 Mengupdate bezzeting formasi dan peta 
jabatan.

X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

5 Menyusun Anjab dan ABK X X - Kasubbag 
Kepegawaian

7 Pembuatan/penerbitan Surat Keputusan 
sesuai dengan kebutuhan

Membuat, menerbitkan dan memperbaharui  SK-
SK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi dan 
peraturan yang berlaku.

Tersedianya payung hukum untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai kebutuhan

8 Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan

1 Menyiapkan naskah pelantikan dan 
pengambilan sumpah jabatan.

Terselenggaranya pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris Sesuai kebutuhan

2 Menyelenggarakan acara pelantikan dan 
pengambilan sumpah jabatan bekerjasama 
dengan bagian umum berkaitan dengan 
keprotolan.

X X X X X X X X X X X X Sekretaris Sesuai kebutuhan

B. UMUM DAN KEUANGAN
1 Peningkatan Pengelolaan tata persuratan 

yang baik melalui aplikasi MASIGA.
1 Menerima, memproses, menscan dan 

mendistribusikan surat masuk melalui aplikasi 
MASIGA.

Terwujudnya tata persuratan dan
kearsipan yang baik

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

2 Mencatat, mengagendakan dan mengarsipkan 
surat masuk dan surat keluar.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

3 Menyimpan/mengarsipkan  surat-surat dengan 
berdasarkan klasifikasi.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

4 Melakukan rekapitulasi surat masuk dan surat 
keluar sesuai dengan klasifikasinya.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

5 Mensosialisasikan aplikasi MASIGA. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

2 Pelaksanaan Anggaran DIPA 2023. 1 Mengajukan permintaan Uang Persediaan 
(UP).

Terlaksananya realiasasi anggaran
yang baik

X - - Sekretaris

2 Merealisasikan kegiatan penyelenggaraan 
operasional dan pemeliharaan kantor:
a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran 

termasuk pembayaran tenaga honorer.
X X X X X X X X X X X X 470.205.000 DIPA PPK

b. Langganan daya dan jasa. X X X X X X X X X X X X 222.000.000 DIPA PPK

c. Pemeliharaan gedung kantor diantaranya 
Rehab Toilet Publik dan Toilet Pegawai, 
pemasangan tegel pada ruang tunggu 
sidang bagian samping kantor.

X X X X 451.530.000 DIPA PPK

d. Pembayaran terkait pelaksanaan 
operasional kantor.

X X X X X X X X X X X X 107.278.000 DIPA PPK

e. Hak keuangan dan fasilitas hakim. X X X X X X X X X X X X 58.320.000 DIPA PPK

f. Pelantikan dan pengambilan sumpah 
jabatan.

X Kasubbag 
Kepegawaian

g. Rapat Koordinasi Internal. X X X X X X X X X X X X Sekretaris

h. Koordinasi/Konsultasi  ke Tingkat Banding. X X X X 38.160.000 DIPA PPK

i. Konsultasi ke KPPN/KPKNL/Kanwil. X X X X 8.400.000 DIPA PPK

3 Merealisasikan Program manajemen
peradilan (DIPA 04):

PPK

a. Layanan Bantuan Hukum X X X X X X X X X X X X 77.000.000 DIPA PPK Kontrak

b. Pembebasan biaya perkara 3.936.000 DIPA PPK Sesuai kebutuhan

c. Sidang diluar gedung 42.480.000 DIPA PPK sesuai kebutuhan
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3 Pelaksanaan Langkah Strategis 

peningkatan nilai kinerja DIPA 01 dan 04
Memaksimalkan nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan cara 
menurunkan nilai deviasi dalam hal realisasi 
anggaran melalui pelaksanaan revisi secara efektif 
(sesuai dengan perencanaan penganggaran) dan 
efisien (sesuai dengan jumlah standar minimal 
pelaksanaan revisi)

Meningkatnya nilai kinerja DIPA 01 dan 04 pada 
penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris, PPK, 
Pengelola DIPA, 
Kasubbag PTIP

4 Pelaporan pelaksanaan anggaran 1 Menginput realisasi kinerja anggaran 
pertriwulan pada aplikasi E-MonevBappenas

Terlaksananya monitoring pelaksanaan 
anggaran

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

2 Menginput realisasi anggaran tiap bulan pada  
E-Bima

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

5 Pelaksanaan pembayaran hak- hak 
pegawai.

1 Mengajukan pembayaran gaji pegawai setiap 
bulan.

Terlaksananya pembayaran hak- hak pegawai. X X X X X X X X X X X X 3.067.906.000 DIPA Sekretaris

2 Mengajukan pembayaran uang makan 
pegawai setiap bulan.

X X X X X X X X X X X X 229.680.000 DIPA Sekretaris

3 Mengajukan pembayaran remunerasi pegawai 
setiap bulan.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris DIPA Mahkamah 
Agung

6 Peningkatan administrasi pengelolaan 
anggaran

1 Mencatat realisasi anggaran pada aplikasi 
SAKTI

Terselenggarannya administrasi
pengelolaan anggaran

X X X X X X X X X X X X - - Bendahara

2 Menyimpan semua bukti pembayaran. X X X X X X X X X X X X - - PPSPM

3 Menyetorkan pajak sesuai peraturan. Bendahara Sesuai kebutuhan

4 Membuat dan melaporkan LPJ Bendahara 
tepat waktu.

X X X X X X X X X X X X - - Bendahara

5 Melaksanakan rekonsiliasi keuangan setiap 
bulan.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

6 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
anggaran.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

7 Penyusunan Laporan Keuangan 1 Menyiapkan dokumen pendukung untuk 
penyusunan laporan keuangan.

Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu X X Sekretaris

2 Menyusun laporan keuangan 01 dan 04 tiap 
semester.

X X Sekretaris

3 Mengirim laporan keuangan ke Kanwil dan 
PTA Makassar.

X X Sekretaris

8 Peningkatan pengelolaan Barang Milik 
Negara

1 Mencatat penambahan dan pengurangan 
BMN dalam aplikasi SIMAK BMN.

Terwujudnya pengelolaan BMN yang baik. Sekretaris Sesuai keadaan

2 Memperbarui DBR pada tiap ruangan. Sekretaris Sesuai keadaan

3 Melakukan rekonsiliasi BMN tiap semester. X X Sekretaris

4 Membuat laporan BMN semesteran dan 
tahunan.

X X Sekretaris

5 Melaksanakan opname fisik barang 
persediaan tiap semester.

X X Sekretaris

6 Melakukan penghapusan BMN. Sekretaris Sesuai keadaan

9 Pengusulan penetapan stasus penggunaan 
BMN

1 Menginventarisir BMN yang belum dilakukan 
penetapan statusnya.

Terwujudnya tertib penggunaan BMN X Sekretaris

2 Mengajukan usul penetapan status 
penggunaan BMN.

X Sekretaris

10 Peningkatan pengelolaan perpustakaan 1 Menginventarisir buku yang ada. Terkelolanya perpustakaan dengan baik X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

2 Mencatat dan penomoran buku perpustakaan. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

3 Membuat kartu pinjaman buku perpustakaan. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

4 Membuat kartu anggota perpustakaan. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan5 Mengoptimalkan aplikasi perpustakaan yang 

ada.
X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum

dan Keuangan



PROGRAM KERJA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN 2025

NO. PROGRAM KERJA KEGIATAN OUTPUT
WAKTU PELAKSANAAN

BIAYA SUMBER DANA
PENANGGUNG 

JAWAB
KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
11 Peningkatan pengelolaan lingkungan kerja 

yang bersih dan asri
1 Menjaga kebersihan kamar mandi dan 

lingkungan perkantoran.
Terwujudnya lingkungan kerja dan lingkungan 
kantor yang bersih, sehat dan nyaman.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

2 Mengoptimalkan bagian cleaning servis dalam 
kebersihan kantor dengan penggunaan 
cheklist kebersihan.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

3 Mengadakan kegiatan Jum'at bersih. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

4 Mengadakan kegiatan Jum'at sehat X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

5 Mengadakan kegiatan sholat berjamaah X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

12 Peningkatan pengelolaan lingkungan kerja 
yang bersih dan asri

1 Menjaga kebersihan kamar mandi dan Terwujudnya lingkungan kerja dan lingkungan 
kantor yang bersih, sehat dan nyaman.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
2 Mengoptimalkan bagian cleaning servis dalam X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
3 Mengadakan kegiatan Jum'at bersih. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum

C. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAPORAN
1 Penyusunan rencana anggaran tahun 2025 

(RKA/KL 2025)
1 Mengadakan rapat untuk membuat daftar 

kebutuhan dengan melibatkan semua unsur.
Tersusunnya RKAKL 2023 berbasis kinerja dan 
akuntabel.

X X X - - Kasubbag PTIP

2 Menyiapkan data dukung (TOR dan RAB). X X - - Kasubbag PTIP

3 Menyusun RKA-KL 2025 dan mengirimkan ke 
PTA Makassar.

X - - Kasubbag PTIP

2 Pelaksanaan rencana penggunaan 
anggaran Tahun 2024

1 Menyusun jadwal rencana penarikan/ 
pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2024.

Tersusunnya jadwal rencana penggunaan 
anggaran

X X X X - - PPK

2 Melakukan sosialisasi rencanaan penggunaan 
anggaran DIPA 2024.

X - - Sekretaris

3 Pelaksanaan input Rencana Umum 
Pengadaan pada aplikasi SIRUP

Menginput dan mengupload Rencana Umum 
Pengadaan (RUP) 2025 dalam aplikasi SIRUP di 
akhir tahun 2024.

Terlaksananya rencana umum pengadaan. X - - PPK

4 Pengelolaan Teknologi Informasi dan 
Website

1 Mengisi, mengupload dan mengupdate 
konten-konten website PA Pangkajene.

Tersedianya informasi dan layanan publik yang 
baik.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag PTIP

2 Memonitor terhadap penggunaan TI dan 
aplikasi pada PA Pangkajene.

X X X X - - Kasubbag PTIP

3 Melakukan pengecekan dan pemeliharaan 
jaringan TI secara berkala.

X X X X - - Kasubbag PTIP

4 Mengadakan rapat tim TI. X X X X - - Kasubbag PTIP Sesuai Keadaan

5 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Website

Memaksimalkan penginputan dan updating data 
penilaian sesuai aplikasi SIMTALAK Badilag yang 
masih kurang, dengan berkoordinasi dengan Pihak 
PTA Makassar.

Meningkatnya nilai kinerja Website pada 
penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag PTIP

6 Penyusunan Laporan Tahunan / LPK 1 Melakukan rapat Tim persiapan penyusunan 
Laporan Tahunan / LPK

Tersusunnya laporan tahunan / LPK PA 
Pangkajene.

X X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

2 Mengumpulkan/inventarisir  data-data laporan 
tahunan / LPK dari seluruh unit.

X - - Panitera, Sekretaris

3 Membuat dan menyusun konsep laporan 
tahunan / LPK.

X - - Panitera, Sekretaris

4 Rapat evaluasi dan perbaikan laporan tahunan 
/ LPK.

X - - Panitera, Sekretaris

5 Finalisasi laporan tahunan / LPK. X - - Panitera, Sekretaris

6 Pencetakan dan penggandaan laporan 
tahunan / LPK.

X - - Panitera, Sekretaris

7 Pengiriman laporan tahunan / LPK ke PTA 
Makassar.

X - - Panitera, Sekretaris

7 Penyusunan SAKIP 2024 1 Melakukan rapat Tim Penyusunan IKU. Tersusunnya IKU PA Pangkajene. X - - Ketua, Panitera

2 Membuat dan menyusun konsep IKU. X - - Sekretaris

3 Pencetakan dan penggandaan IKU. X - - Sekretaris

4 Pengiriman IKU ke PTA Makassar. X - - Sekretaris

1 Melakukan rapat Tim Penyusunan Renstra. Tersusunnya Renstra PA Pangkajene. X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

2 Membuat dan menyusun konsep Renstra. X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

3 Pencetakan dan penggandaan Renstra. X - - Sekretaris
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4 Pengiriman Renstra ke PTA Makassar. X - - Sekretaris

1 Melakukan rapat Tim persiapan penyusunan 
LKJiP.

Tersusunnya LKjIP PA Pangkajene. X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

2 Mengumpulkan/inventarisir  data-data LKjIP 
dari seluruh unit.

X - - Panitera, Sekretaris

3 Membuat dan menyusun konsep LKjIP. X - - Panitera, Sekretaris

4 Rapat evaluasi dan perbaikan LKjIP. X - - Panitera, Sekretaris

5 Finalisasi LKjIP. X - - Sekretaris

6 Pencetakan dan penggandaan LKjIP. X - - Sekretaris

7 Pengiriman LKjIP ke PTA Makassar. X - - Sekretaris

8 Penyusunan Program Kerja Tahun 2024 1 Menysun program kerja tahun 2024 Tersusunnya Program Kerja PA Pangkajene X - - Ketua Panitera
Sekretaris

2 Mensosialisasikan Program kerja di Awal 
Tahun.

X - - Kasubag PTIP

6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1 Peningkatan pembinaan pegawai 1 Melakukan Pembinaan oleh pimpinan minimal 

3 bulan sekali terhadap pejabat dan pegawai 
terhadap kinerja.

Terlaksananya Pembinaan secara
Optimal

X X X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

2 Melakukan diskusi, DDTK atau studi kasus 
dari tugas dan fungsi.

X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

3 Sosialisasi peraturan, kebijakan dan informasi 
baru.

X X X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

2 Peningkatan Pengawasan 1 Membentuk Tim Pengawas (Hawasbid). Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan secara Optimal

X X X - - Wakil Ketua

2 Menerbitkan SK Hakim Pengawas Bidang. X - - Ketua

3 Membuat program dan jadwal pelaksanaan 
pengawasan Hakim Pengawas Bidang Tahun 
2024.

X - - Hawasbid

4 Melakukan pengawasan bidang secara rutin 
sesuai jadwal dan program :
a. Melakukan Pengawasan bidang X X X X X X X X X X X X - - Hawasbid

b. Memberikan arahan dan bimbingan 
kepada seluruh pegawai Pengadilan 
Agama Pangkajene

X X X X X X X X X X X X - - Hawasbid

c. Melaporkan hasil pengawasan kepada 
Koordinator Hawasbid

X X X X X X X X X X X X - - Hawasbid

d. Melakukan ekspose hasil pengawasan. X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua

e. Memeriksa hasil tindak lanjut hasil 
pengawasan yang telah ditindaklanjuti.

X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua

3 Penanganan Pengaduan 1 Menindaklanjuti  laporan atau pengaduan 
masyarakat terhadap tingkah laku hakim, 
pejabat dan pegawai, baik melalui pengaduan 
di layanan PTSP dan juga melalui aplikasi 
SIWAS Badilag

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan secara Optimal

X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua

Sungguminasa, 9 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
NIP. 198001262007041001



 
 

E V I D E N    A.5 
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NO. PROGRAM KERJA KEGIATAN OUTPUT
WAKTU PELAKSANAAN

BIAYA SUMBER DANA
PENANGGUNG 

JAWAB
KET.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. MANAJEMEN PERADILAN

1 Penyelenggaraan
pencapaian tujuan organisasi Pengadilan

1. Menyusunan perencanaan yang mengacu 
kepada lnpres 07 tahun 1999 dengan 
melibatkan seluruh pejabat terkait

1 Terwujudnya tujuan organisasi Pengadilan. X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2. Melakukan rapat koordinasi dan pembinaan 
dengan bawahan secara berkala

2 Terselenggaranya pembinaan dan 
pengawasan melalui pemberdayaan 
hakim pengawasan bidang

X X X X X X X X X X X X - - Ketua

3. Melaksanakan kinerja berbasis Program 
sesuai dengan SOP.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

4. Melakukan Pengawasan terhadap 
pelaksanaan kinerja melalui hakim 
pengawasan bidang sekali dalam 4 bulan

X X X - - Wakil Ketua

5. Melakukan penilaian kinerja dengan 
menggunakan SKP dan PKP (penilaian 
Kinerja Pegawai) sesuai SK KMA 210 Tahun 
2020 dan pelaporan E -Kinerja

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Prestasi

1. Mengupayakan peningkatan nilai kinerja 
TRIWULAN untuk memperoleh prestasi di 
tingkat banding (PTA Makassar).

Meningkatnya nilai kinerja Prestasi pada 
penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2. Mengupayakan percepatan pelaporan bulanan 
untuk DIPA 01 dan 04 (per tanggal 25 setiap 
bulan) oleh Bendahara untuk berkompetisi 
meraih prestasi di tingkat pengelolaan 
keuangan negara oleh KPPN.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

2. MANAJEMEN PENGADUAN DAN KINERJA PELAYANAN PUBLIK
A. MANAJEMEN PENGADUAN

1 Peningkatan sarana pengaduan untuk 
masyarakat pencari keadilan

1. Mengaktifkan anjungan mandiri untuk 
pengaduan pada ruang pelayanan PA 
Sungguminasa

1 Tersedianya anjungan mandiri untuk 
pengaduan pada ruang pelayanan PA 
Sungguminasa

X - - Sekretaris

2. Mempublikasikan layanan pengaduan mandiri 
via media cetak dan media elektronik (website 
dan sosial media)

2 Layanan pengaduan PA Sungguminasa 
terpublikasi via media cetak (brosur) dan 
media elektronik (website dan sosmed)

X - - Sekretaris

B. PELAYANAN PUBLIK
1 Peningkatkan kemampuan petugas PTSP, 

meja Informasi dan pengaduan.
1. Menyelenggarak an kegiatan DDTK (Diklat Di 

Tempat Kerja) untuk petugas PTSP, meja 
informasi dan pengaduan

1 Terwujudnya petugas layanan (PTSP) 
yang handal dan kompeten.

X X X X - - Panitera Muda

2. Menyediakan SOP layanan publik bagi 
petugas PTSP, meja informasi dan 
pengaduan sebagai acuan dalam 
pelaksanaan tugas.

X - - Panitera, Panitera 
Muda

3. DDTK Pelayanan e-litigasi kepada petugas 
PTSP

X Panitera Muda

2 Peningkatan mutu pelayanan publik bagi 
pencari keadilan dan pengguna Pengadilan 
melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(PTSP)

1. Mengoptimalkan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu (PTSP) dan Meningkatnya pemanfaatan 
TI.

1 Terselenggaranya pelaksanaan Pelayanan 
terpadu Satu Pintu (PTSP)

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

2. Memberikan informasi peradilan secara 
lengkap, dan menerima laporan pengaduan

2 Terwujudkan proses peradilan yang cepat, 
sederhana dan biaya ringan

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

3. Menyampaikan informasi kepada masyarakat 
tentang proses peradilan secara terbuka.

3 Terwujudnya peran serta masyarakat 
dalam memperbaiki  citra peradilan yang 
bermartabat dan dihormati

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

4. Menerima perkara yang diajukan oleh para 
pihak yang berperkara dan menaksir panjar 
biaya yang dituangkan dalam SKUM oleh 
petugas secara cepat dan benar sesuai 
dengan SOP.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

5. Menerima panjar biaya perkara melalui
Bank yang telah ditunjuk.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda
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6. Melaksanakan pembuatan laporan informasi 

dan pengaduan secara tepat dan benar serta 
mengirimkannya tepat waktu.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

7. Menyerahkan salinan putusan/penetapan dan 
akta cerai kepada para pihak.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

8. Meningkatkan pelayanan e-court. X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

9. Melakukan briefing petugas PTSP setiap pagi. X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

3 Penyelenggaraan data statistik yang akurat, 
informasi tentang prosedur berperkara dan 
informasi biaya perkara.

1. Menginput data perkara sesuai dengan 
tahapannya.

1 Tersusunnya akurasi data  dan statistik. X X X X X X X X X X X X - - Panitera, Panitera 
Muda

2. Membuat papan informasi tentang prosedur 
berperkara bagi pencari keadilan.

2 Terwujudnya keterbukaan informasi. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

3. Mempublikasikan penggunaan biaya perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

4. Mempublikasikan biaya perkara dan 
penggunaan biaya perkara melalui banner.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

5. Mempublikasikan informasi prosedur perkara 
melalui website

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

4 Penyampaian informasi tentang mediator 
yang terdaftar di pengadilan

1. Membuat   papan/banner   kompetensi 
mediator beserta jadwal tugasnya.

Terselenggaranya mediasi yang berkualitas. X - - Sekretaris

2. Membuat SK Mediator Tahun 2024 X Kasubbag Umum

5 Peningkatan pendaftaran perkara secara 
elektronik (e- court)

1. Melakukan sosialisasi e-court lanjutan pada 
SDM internal.

Terselenggaranya prosedur perkara secara 
elektronik.

X

2. Memberikan informasi melalui brosure e-court X X X X X X X X X X X X - - Panitera Muda

3. Memberikan layanan informasi pada
meja khusus e-court

X X X X X X X X X X X X - - Panitera

6 Penyelenggaraan Zona Integritas menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah 
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)

1. Melanjutkan dan menyusun dokumen rencana 
kerja pembangunan ZI untuk semua area.

Terselenggaranya pemerintahan bebas korupsi X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Wakil Ketua, 
Panitera, Sekretaris

2. Melakukan pemilihan agen perubahan 2022 
(role model)

X X Ketua

3. Melakukan keterbukaan informasi publik X X X X X X X X X X X X - - Pimpinan

4. Public Campaign ZI Wilayah Bebas Korupsi 
(banner dan audio)

X X X X X X X X X X X X - - Pimpinan

5. Melakukan monitoring dan evaluasi ZI X X Wakil Ketua

7 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Gugatan Mandiri

Mengupayakan agar seluruh perkara gugatan 
menggunakan aplikasi Gugatan Mandiri dengan 
cara memaksimalkan kerja petugas pendaftaran di 
PTSP dan petugas Posbakum PA Pangkajene 
(Untuk 2024 minimal 40% dari seluruh perkara 
yang masuk gugatannya wajib melalui aplikasi 
Gugatan Mandiri).

Meningkatnya nilai kinerja GUgatan Mandiri 
pada penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Petugas Pelayanan 
PTSP

3. ADMINISTRASI PERKARA
A. BIDANG TEKNIS YUSTISIAL

1 Peningkatan kemampuan dan profesional 
hakim dalam mewujudkan putusan yang 
berkeadilan

1. Mengadakan diskusi hukum secara berkala 
dan kegiatan diklat ditempat kerja (DDTK)

Terwujudnya profesionalisme hakim dan 
kualitas putusan yang baik.

X X Ketua Sesuai
Kebutuhan

2. Mengikutsertakan hakim dalam kegiatan 
Bimtek yang diadakan oleh PTA Makassar 
dan Badilag/MARI.

Sesuai
Permintaan

3. Melakukan eksaminasi antar Majelis minimal 
tiga bulan sekali.

X X X X Ketua

2 Peningkatan kemampuan dan keterampilan 
hakim bidang ekonomi syari'ah.

1. Menyelenggarakan diskusi- diskusi tentang 
ekonomi syari'ah

Terwujudnya hakim yang berkualitas dalam 
penanganan sengketa ekonomi syari'ah

X X Ketua Sesuai Kebutuhan

2. Mengikutsertakan hakim dalam sertifikasi 
ekonomi syari’ah.

Sesuai Permintaan
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3 Pelaksanaan Langkah Strategis 

peningkatan jumlah penyelesaian perkara 
melalui mediasi

Menyelenggarakan mediasi yang berkualitas 
sebagai sarana penyelesaian perkara, dengan 
langkah-langkah strategis sebagai berikut :

Tercapainya target penyelesaian perkara 
melalui mediasi. dan meningkatnya nilai kinerja 
Meidasi pada penilaian kinerja Triwulan.

X X X X X X X X X X X X - - Mediator

1. Mediator mengupayakan pelaksanaan 
mediasi agar berhasil seluruhnya.

2. Bila Mediasi tidak bisa berhasil seluruh maka 
diupayakan agar mediasi berhasil sebagian.

4 Peningkatan pelaporan perkara berbasis IT 1. Mendata perkara yang diterima dan yang 
diputus setiap akhir bulan.

Tercapainya penyampaian laporan perkara 
tepat waktu

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

2. Menginput data perkara dalam aplikasi 
laporan perkara.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

3. Mengirimkan laporan perkara paling lambat 
tanggal 5 bulan berikutnya.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

B. BIDANG ADMINISTRASI YUSTISIAL
1 Pelaksanaan tertib administrasi perkara 

sesuai dengan Bindalmin dan aplikasi SIPP
Melaksanakan administrasi perkara melalui SIPP 
meliputi:

Terselenggaranya keseragaman administrasi 
perkara sesuai Bindalmin dengan aplikasi 
SIPP.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

1. Memperbaharui SK penunjukan petugas 
PTSP dan kasir.

X Ketua

2. Menerima pendaftaran perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

3. Melakukan pengisian buku register perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

4. Melakukan pengisian buku keuangan perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

5. Melakukan minutasi. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

6. Melakukan penyerahan salinan putusan dan 
akta-akta lainnya.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

7. Membuat statistik perkara. X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

2 Peningkatan pelaksanaan administrasi 
perkara sesuai dengan pola Bindalmin dan 
SIPP

1. Menerapkan sistem SIPP dalam proses 
penyelesaian perkara dan mekanisme

Terwujudnya administrasi perkara yang tertib 
dan benar melalui SIPP

X X X X X X X X X X X X - - Hakim

2. Mengadakan pendalaman/kajian  pola 
bindalmin/teknis  administrasi dan teknis 
yustisial

X X X X Ketua

3. Mengadakan monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan administrasi peradilan meliputi :

X X X X X X X X X X X X - - Ketua

a. Penerimaan perkara X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua
b. Penulisan register X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera
c. Pembukuan keuangan X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera
d. Laporan dan kearsipan X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera
e. Minutasi X X X X X X X X X X X X - - Ketua Panitera

3 Peningkatkan pengetahuan dan SDM 
dalam hal pengelolaan SIPP dan e-court.

1. Mengadakan DDTK terhadap pengguna 
aplikasi SIPP dan e- court, dan 
mengikutsertakan user SIPP dalam kegiatan 
Bimtek SIPP yang diadakan oleh PTA dan 
Badilag.

Terselenggaranya SDM yang handal X X X X X X X X X X X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

2. Menambah sarana dan perangkat yang 
berkenaan dengan penggunaan SIPP dan e-
court.

X X X X X X X X X X X X - - Wakil

3. Mengaktifkan penggunaan SIPP oleh seluruh 
user.

X X X X X X X X X X X X - -

4. Mengintensifkan pengawasan dan monitoring 
terhadap penyelenggaraan SIPP dan e- court.

X X X X Ketua, Wakil Ketua,
Panitera

4 Penyelenggaraan pengelolaan arsip perkara 
secara tertib, rapi dan aman, baik secara 
manual maupun elektronik.

1. Menghimpun putusan Pengadilan Agama 
Pangkajene tahun 2023

Terwujudnya pengelolaan arsip yang baik serta 
dapat memberikan informasi dengan cepat.

X X X X X X X X X X X X - Biaya Proses Panmud hukum, 
Arsiparis

2. Menempatkan arsip berkas perkara secara 
tertib dalam box dan menyimpannya pada rak 
secara aman sesuai dengan jenis berkas 
perkara dan manajemen arsip yang rapi dan 
terstruktur sehingga arsip mudah untuk 
dilacak.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud hukum, 
Arsiparis

3. Menyimpan semua arsip berkas perkara 
dalam dokumen/box.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud hukum, 
Arsiparis
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4. Menetapkan Tim Penilai dan Alih Media Arsip 

Perkara untuk mengukur tingkat kelayakan 
arsip untuk pemusnahan dan melaksanakan 
alih media arsip perkara.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera

5 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama 
kepada masyarakat.

1. Memberikan pelayanan prodeo (pembebasan 
biaya perkara) sebanyak 24 perkara.

Terselenggaranya pelayanan dukungan 
penyelesaian perkara

X X X X X X X X X X X X 18.000.000 DIPA Panmud Permohonan 
dan gugatan

2. Memberikan pelananan jasa konsultasi 
pelayanan  hukum  (posyankum)  bagi 
masyarakat sebanyak 550 Jam layanan.

X X X X X X X X X X X X 55.000.000 DIPA Panmud Hukum

6 Peningkatan penerapan pemanggilan 
Relaas melalui SIPP.

Mengintensivkan penggunaan aplikasi SIPP untuk 
mengirim dan mengambil relaas bantuan 
panggilan

Terlaksananya penyampaian bantuan 
pemanggilan /PBT dengan cepat.

X X X X X X X X X X X X - - Jurusita

7 Pelaksanaan pengiriman petikan putusan 
ke KUA.

Mengintensivkan pengiriman petitum putusan
ke KUA.

Terkirimnya petitum putusan yang telah 
berkekuatan hukum tetap ke KUA.

X X X X X X X X X X X X - - Panmud Hukum

8 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja SIPP

1. Mengupayakan meng-upload BAS dan 
PUTUSAN sebelum jam pulang kantor, dan 
jika terdapat kendala maka diberikan 
dispensasi waktu hingga pukul 19.00 Wita.

Meningkatnya nilai kinerja SIPP pada penilaian 
kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Hakim

2. Panitera Pengganti menginput amar putusan 
standar di SIPP hari Senin s.d. Rabu, namun 
untuk hari Kamis dan Jumat diinput oleh 
konseptor putusan bersamaan dengan e-Doc 
Putusan.

X X X X X X X X X X X X - - PP

3. Perkara perceraian yang sudah berpisah lebih 
dari 2 tahun, maka 1 kali sidang langsung 
putus, dengan catatan panggilan 
Tergugat/Termohon harus bertemu.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

4. Jurusita menyampaikan kepada Penggugat/ 
Pemohon untuk menyiapkan saksi pada 
sidang pertama setelah mendapat konfirmasi 
tentang ketidakhadiran Tergugat/Termohon.

X X X X X X X X X X X X - - Jurusita

5. Ketua Majelis mempunyai 1 hari sidang 
Utama dan 1 hari sidang Alternatif (antara hari 
Senin - Rabu) untuk fleksibilitas dalam 
menentukan hari sidang (PHS).

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim

6. Tidak ada pendaftaran perkara pada hari 
Jum’at kecuali pendaftaran melalui e-Court 
oleh Pengguna Terdaftar (Kuasa Hukum).

X X X X X X X X X X X X - - Petugas Pendaftaran 
PTSP

9 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Banding dan 
Kasasi

1. Mengupayakan ketepatan dan kecepatan 
dalam menyelesaikan pemberkasan dokumen 
banding dan kasasi.

Meningkatnya nilai kinerja Banding dan Kasasi 
pada penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

2. Mengupayakan ketepatan dan kecepatan 
dalam penginputan e-Doc banding dan kasasi.

X X X X X X X X X X X X - - Panitera Panmud, PP

4. ADMINISTRASI PERSIDANGAN
1 Pelaksanaan administrasi persidangan 

secara cepat, tepat, tertib dan benar.
1. Membuat Susunan Majelis Hakim, 

berdasarkan Daftar Urutan Senioritas Hakim.
Terselenggaranya keseragaman pola 
administrasi dan manejemen peradilan.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

2. Membuat Jadwal persidangan secara teratur. X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

3. Membagi perkara kepada Majelis Hakim 
secara berurutan dan berimbang.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

4. Meningkatkan penggunaan lnstrumen 
persidangan melalui SIPP.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

5. Menyelesaikan pembuatan BAS satu hari 
kerja sebelum sidang berikutnya

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

6. Melaksanakan panggilan para pihak minimal 3 
(tiga) hari kerja sebelum sidang, dan relaas 
telah masuk berkas maksimal 1 (satu) hari 
kerja sebelum sidang.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

7. Melakukan one day minutasi perkara setelah 
putus.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP
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2. Pelaksanaan E-Court dan E-Litigasi 1. Menetapkan petugas pelayanan serta tenaga 

admin untuk E-Court dan E-Litigasi.
X - - Ketua

2. Menyelenggarakan E-Court dan E-Litigiasi 
sesuai Langkah strategis yang ditetapkan :

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

a. Mewajibkan pendaftaran perkara e-Court 
untuk Advokat (Pengguna Terdaftar)

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

b. Meningkatkan pendaftaran perkara e-
Court untuk masyarakat pencari keadilan 
(Pengguna Lainnya) sesuai komposisi 
yang ditargetkan oleh pimpinan.

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

c. Pihak Tergugat/Termohon beralamat di 
daerah Luar Batas Antar PT.Pos (daerah 
kepulauan) tidak perlu didaftarkan e-Court

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

d. Mengupayakan agar seluruh perkara e-
Court yang kedua belah pihaknya hadir 
untuk menggunakan layanan e-Litigasi

X X X X X X X X X X X X - - Ketua, Hakim, PP

5. ADMINISTRASI KESEKRETARIATAN
A. KEPEGAWAIAN DAN ORGANISASI TATA LAKSANA

1 Peningkatan disiplin pegawai. 1 Menyiapkan dan mengolah daftar hadir dan 
pulang baik manual dan fingerprint.

Terwujudnya kedisiplinan pegawai X X X X X X X X X X X X - - Ketua

2 Monitoring kedisiplinan pegawai melalui data 
rekap absen.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

3 Melaksanakan evaluasi kedisplinan pegawai. X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

2 Penyelenggaraan sistem
pengelolaan data pegawai

1 Menata dan melengkapi jenis berkas 
kepegawaian pada file masing-masing 
pegawai.

Tersedianya dan terupdatenya kelengkapan 
berkas pegawai baik manual mapun elektronik

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

2 Mengisi kelengkapan data pegawai pada buku 
induk kepegawaian.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Mengupdate data pegawai dalam aplikasi 
SIKEP, SAPK BKN, LHKPN dan Komdanas.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

4 Monitoring aplikasi SIMPEG, SIKEP, SAPK 
BKN, LHKPN dan Komdanas.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Peningkatan kualitas SDM melalui 
pengusulan pendidikan dan pelatihan bagi 
pegawai serta penyusunan kompetensi 
pegawai

1 Mengajukan usul pegawai untuk mengikuti 
bintek, diklat dan sosialisasi.

Terwujudnya kualitas SDM yang kompeten. Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai permintaan

2 Menyusun kompetensi seluruh pegawai. Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai permintaan

4 Pengusulan pengembangan karir pegawai 
dan rolling melalui Rapat Baperjakat

1 Mengadakan rapat Baperjakat untuk promosi 
pegawai maupun rolling.

Terselenggaranya kegiatan promosi dan mutasi Tim Baperjakat Sesuai kebutuhan

2 Mengajukan usul promosi jabatan hasil rapat 
Baperjakat.

Tim Baperjakat Sesuai kebutuhan

5 Peningkatan pelayanan administrasi 
kepegawaian

1 Membuat buku kontrol KGB dan menerbitkan 
SK Kenaikan Gaji Berkala.

Terselenggaranya administrasi pegawai yang 
baik.

X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

2 Membuat buku kontrol kenaikan pangkat dan 
mengajukan usulan kenaikan pangkat Hakim 
dan PNS secara paperless maupun manual.

X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Mendistribusikan Formulir Sasaran Kerja 
Pegawai (SKP) setiap tahun.

X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

4 Membuat buku kontrol dan mengusulkan 
penghargaan satya lencana.

X - - Kasubbag 
Kepegawaian

5 Memperbaharui data statstik pegawai. X - - Kasubbag 
Kepegawaian6 Membuat buku kontrol cuti dan melayani 

permohonan cuti pegawai
X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 

Kepegawaian
Sesuai permintaan

7 Mengajukan usul pembauatan karpeg, karis, 
karsu, askes, taspen, dll.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai permintaan
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6 Penyusunan Laporan Kepegawaian 1 Menyusun Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Terlaksananya laporan kepegawaian sesuai 

peraturan
X - - Kasubbag 

Kepegawaian
2 Memperbarui Job deskription (Uraian tugas) 

dan papan nama JD di meja masing-masing 
pegawai

X - - Kasubbag 
Kepegawaian

3 Memperbaharui Struktur Organisasi, papan 
nama dan data personalia.

X - - Kasubbag 
Kepegawaian

4 Mengupdate bezzeting formasi dan peta 
jabatan.

X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

5 Menyusun Anjab dan ABK X X - Kasubbag 
Kepegawaian

7 Pembuatan/penerbitan Surat Keputusan 
sesuai dengan kebutuhan

Membuat, menerbitkan dan memperbaharui  SK-
SK sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi dan 
peraturan yang berlaku.

Tersedianya payung hukum untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag 
Kepegawaian

Sesuai kebutuhan

8 Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan

1 Menyiapkan naskah pelantikan dan 
pengambilan sumpah jabatan.

Terselenggaranya pelantikan dan pengambilan 
sumpah jabatan

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris Sesuai kebutuhan

2 Menyelenggarakan acara pelantikan dan 
pengambilan sumpah jabatan bekerjasama 
dengan bagian umum berkaitan dengan 
keprotolan.

X X X X X X X X X X X X Sekretaris Sesuai kebutuhan

B. UMUM DAN KEUANGAN
1 Peningkatan Pengelolaan tata persuratan 

yang baik melalui aplikasi MASIGA.
1 Menerima, memproses, menscan dan 

mendistribusikan surat masuk melalui aplikasi 
MASIGA.

Terwujudnya tata persuratan dan
kearsipan yang baik

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

2 Mencatat, mengagendakan dan mengarsipkan 
surat masuk dan surat keluar.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

3 Menyimpan/mengarsipkan  surat-surat dengan 
berdasarkan klasifikasi.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

4 Melakukan rekapitulasi surat masuk dan surat 
keluar sesuai dengan klasifikasinya.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

5 Mensosialisasikan aplikasi MASIGA. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

2 Pelaksanaan Anggaran DIPA 2023. 1 Mengajukan permintaan Uang Persediaan 
(UP).

Terlaksananya realiasasi anggaran
yang baik

X - - Sekretaris

2 Merealisasikan kegiatan penyelenggaraan 
operasional dan pemeliharaan kantor:
a. Kebutuhan sehari-hari perkantoran 

termasuk pembayaran tenaga honorer.
X X X X X X X X X X X X 470.205.000 DIPA PPK

b. Langganan daya dan jasa. X X X X X X X X X X X X 222.000.000 DIPA PPK

c. Pemeliharaan gedung kantor diantaranya 
Rehab Toilet Publik dan Toilet Pegawai, 
pemasangan tegel pada ruang tunggu 
sidang bagian samping kantor.

X X X X 451.530.000 DIPA PPK

d. Pembayaran terkait pelaksanaan 
operasional kantor.

X X X X X X X X X X X X 107.278.000 DIPA PPK

e. Hak keuangan dan fasilitas hakim. X X X X X X X X X X X X 58.320.000 DIPA PPK

f. Pelantikan dan pengambilan sumpah 
jabatan.

X Kasubbag 
Kepegawaian

g. Rapat Koordinasi Internal. X X X X X X X X X X X X Sekretaris

h. Koordinasi/Konsultasi  ke Tingkat Banding. X X X X 38.160.000 DIPA PPK

i. Konsultasi ke KPPN/KPKNL/Kanwil. X X X X 8.400.000 DIPA PPK

3 Merealisasikan Program manajemen
peradilan (DIPA 04):

PPK

a. Layanan Bantuan Hukum X X X X X X X X X X X X 77.000.000 DIPA PPK Kontrak

b. Pembebasan biaya perkara 3.936.000 DIPA PPK Sesuai kebutuhan

c. Sidang diluar gedung 42.480.000 DIPA PPK sesuai kebutuhan
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3 Pelaksanaan Langkah Strategis 

peningkatan nilai kinerja DIPA 01 dan 04
Memaksimalkan nilai Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan cara 
menurunkan nilai deviasi dalam hal realisasi 
anggaran melalui pelaksanaan revisi secara efektif 
(sesuai dengan perencanaan penganggaran) dan 
efisien (sesuai dengan jumlah standar minimal 
pelaksanaan revisi)

Meningkatnya nilai kinerja DIPA 01 dan 04 pada 
penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris, PPK, 
Pengelola DIPA, 
Kasubbag PTIP

4 Pelaporan pelaksanaan anggaran 1 Menginput realisasi kinerja anggaran 
pertriwulan pada aplikasi E-MonevBappenas

Terlaksananya monitoring pelaksanaan 
anggaran

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

2 Menginput realisasi anggaran tiap bulan pada  
E-Bima

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag Umum dan 
Keuangan

5 Pelaksanaan pembayaran hak- hak 
pegawai.

1 Mengajukan pembayaran gaji pegawai setiap 
bulan.

Terlaksananya pembayaran hak- hak pegawai. X X X X X X X X X X X X 3.067.906.000 DIPA Sekretaris

2 Mengajukan pembayaran uang makan 
pegawai setiap bulan.

X X X X X X X X X X X X 229.680.000 DIPA Sekretaris

3 Mengajukan pembayaran remunerasi pegawai 
setiap bulan.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris DIPA Mahkamah 
Agung

6 Peningkatan administrasi pengelolaan 
anggaran

1 Mencatat realisasi anggaran pada aplikasi 
SAKTI

Terselenggarannya administrasi
pengelolaan anggaran

X X X X X X X X X X X X - - Bendahara

2 Menyimpan semua bukti pembayaran. X X X X X X X X X X X X - - PPSPM

3 Menyetorkan pajak sesuai peraturan. Bendahara Sesuai kebutuhan

4 Membuat dan melaporkan LPJ Bendahara 
tepat waktu.

X X X X X X X X X X X X - - Bendahara

5 Melaksanakan rekonsiliasi keuangan setiap 
bulan.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

6 Melakukan pengawasan atas pelaksanaan 
anggaran.

X X X X X X X X X X X X - - Sekretaris

7 Penyusunan Laporan Keuangan 1 Menyiapkan dokumen pendukung untuk 
penyusunan laporan keuangan.

Tersusunnya laporan keuangan tepat waktu X X Sekretaris

2 Menyusun laporan keuangan 01 dan 04 tiap 
semester.

X X Sekretaris

3 Mengirim laporan keuangan ke Kanwil dan 
PTA Makassar.

X X Sekretaris

8 Peningkatan pengelolaan Barang Milik 
Negara

1 Mencatat penambahan dan pengurangan 
BMN dalam aplikasi SIMAK BMN.

Terwujudnya pengelolaan BMN yang baik. Sekretaris Sesuai keadaan

2 Memperbarui DBR pada tiap ruangan. Sekretaris Sesuai keadaan

3 Melakukan rekonsiliasi BMN tiap semester. X X Sekretaris

4 Membuat laporan BMN semesteran dan 
tahunan.

X X Sekretaris

5 Melaksanakan opname fisik barang 
persediaan tiap semester.

X X Sekretaris

6 Melakukan penghapusan BMN. Sekretaris Sesuai keadaan

9 Pengusulan penetapan stasus penggunaan 
BMN

1 Menginventarisir BMN yang belum dilakukan 
penetapan statusnya.

Terwujudnya tertib penggunaan BMN X Sekretaris

2 Mengajukan usul penetapan status 
penggunaan BMN.

X Sekretaris

10 Peningkatan pengelolaan perpustakaan 1 Menginventarisir buku yang ada. Terkelolanya perpustakaan dengan baik X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

2 Mencatat dan penomoran buku perpustakaan. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

3 Membuat kartu pinjaman buku perpustakaan. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

4 Membuat kartu anggota perpustakaan. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan5 Mengoptimalkan aplikasi perpustakaan yang 

ada.
X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum

dan Keuangan
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11 Peningkatan pengelolaan lingkungan kerja 

yang bersih dan asri
1 Menjaga kebersihan kamar mandi dan 

lingkungan perkantoran.
Terwujudnya lingkungan kerja dan lingkungan 
kantor yang bersih, sehat dan nyaman.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

2 Mengoptimalkan bagian cleaning servis dalam 
kebersihan kantor dengan penggunaan 
cheklist kebersihan.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

3 Mengadakan kegiatan Jum'at bersih. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

4 Mengadakan kegiatan Jum'at sehat X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

5 Mengadakan kegiatan sholat berjamaah X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
dan Keuangan

12 Peningkatan pengelolaan lingkungan kerja 
yang bersih dan asri

1 Menjaga kebersihan kamar mandi dan Terwujudnya lingkungan kerja dan lingkungan 
kantor yang bersih, sehat dan nyaman.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
2 Mengoptimalkan bagian cleaning servis dalam X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum
3 Mengadakan kegiatan Jum'at bersih. X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag. Umum

C. PERENCANAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN LAPORAN
1 Penyusunan rencana anggaran tahun 2025 

(RKA/KL 2025)
1 Mengadakan rapat untuk membuat daftar 

kebutuhan dengan melibatkan semua unsur.
Tersusunnya RKAKL 2023 berbasis kinerja dan 
akuntabel.

X X X - - Kasubbag PTIP

2 Menyiapkan data dukung (TOR dan RAB). X X - - Kasubbag PTIP

3 Menyusun RKA-KL 2025 dan mengirimkan ke 
PTA Makassar.

X - - Kasubbag PTIP

2 Pelaksanaan rencana penggunaan 
anggaran Tahun 2024

1 Menyusun jadwal rencana penarikan/ 
pelaksanaan anggaran DIPA tahun 2024.

Tersusunnya jadwal rencana penggunaan 
anggaran

X X X X - - PPK

2 Melakukan sosialisasi rencanaan penggunaan 
anggaran DIPA 2024.

X - - Sekretaris

3 Pelaksanaan input Rencana Umum 
Pengadaan pada aplikasi SIRUP

Menginput dan mengupload Rencana Umum 
Pengadaan (RUP) 2025 dalam aplikasi SIRUP di 
akhir tahun 2024.

Terlaksananya rencana umum pengadaan. X - - PPK

4 Pengelolaan Teknologi Informasi dan 
Website

1 Mengisi, mengupload dan mengupdate 
konten-konten website PA Pangkajene.

Tersedianya informasi dan layanan publik yang 
baik.

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag PTIP

2 Memonitor terhadap penggunaan TI dan 
aplikasi pada PA Pangkajene.

X X X X - - Kasubbag PTIP

3 Melakukan pengecekan dan pemeliharaan 
jaringan TI secara berkala.

X X X X - - Kasubbag PTIP

4 Mengadakan rapat tim TI. X X X X - - Kasubbag PTIP Sesuai Keadaan

5 Pelaksanaan Langkah Strategis 
peningkatan nilai kinerja Website

Memaksimalkan penginputan dan updating data 
penilaian sesuai aplikasi SIMTALAK Badilag yang 
masih kurang, dengan berkoordinasi dengan Pihak 
PTA Makassar.

Meningkatnya nilai kinerja Website pada 
penilaian kinerja Triwulan

X X X X X X X X X X X X - - Kasubbag PTIP

6 Penyusunan Laporan Tahunan / LPK 1 Melakukan rapat Tim persiapan penyusunan 
Laporan Tahunan / LPK

Tersusunnya laporan tahunan / LPK PA 
Pangkajene.

X X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

2 Mengumpulkan/inventarisir  data-data laporan 
tahunan / LPK dari seluruh unit.

X - - Panitera, Sekretaris

3 Membuat dan menyusun konsep laporan 
tahunan / LPK.

X - - Panitera, Sekretaris

4 Rapat evaluasi dan perbaikan laporan tahunan 
/ LPK.

X - - Panitera, Sekretaris

5 Finalisasi laporan tahunan / LPK. X - - Panitera, Sekretaris

6 Pencetakan dan penggandaan laporan 
tahunan / LPK.

X - - Panitera, Sekretaris

7 Pengiriman laporan tahunan / LPK ke PTA 
Makassar.

X - - Panitera, Sekretaris

7 Penyusunan SAKIP 2024 1 Melakukan rapat Tim Penyusunan IKU. Tersusunnya IKU PA Pangkajene. X - - Ketua, Panitera

2 Membuat dan menyusun konsep IKU. X - - Sekretaris

3 Pencetakan dan penggandaan IKU. X - - Sekretaris

4 Pengiriman IKU ke PTA Makassar. X - - Sekretaris

1 Melakukan rapat Tim Penyusunan Renstra. Tersusunnya Renstra PA Pangkajene. X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

2 Membuat dan menyusun konsep Renstra. X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

3 Pencetakan dan penggandaan Renstra. X - - Sekretaris
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4 Pengiriman Renstra ke PTA Makassar. X - - Sekretaris

1 Melakukan rapat Tim persiapan penyusunan 
LKJiP.

Tersusunnya LKjIP PA Pangkajene. X - - Ketua, Panitera, 
Sekretaris

2 Mengumpulkan/inventarisir  data-data LKjIP 
dari seluruh unit.

X - - Panitera, Sekretaris

3 Membuat dan menyusun konsep LKjIP. X - - Panitera, Sekretaris

4 Rapat evaluasi dan perbaikan LKjIP. X - - Panitera, Sekretaris

5 Finalisasi LKjIP. X - - Sekretaris

6 Pencetakan dan penggandaan LKjIP. X - - Sekretaris

7 Pengiriman LKjIP ke PTA Makassar. X - - Sekretaris

8 Penyusunan Program Kerja Tahun 2024 1 Menysun program kerja tahun 2024 Tersusunnya Program Kerja PA Pangkajene X - - Ketua Panitera
Sekretaris

2 Mensosialisasikan Program kerja di Awal 
Tahun.

X - - Kasubag PTIP

6. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
1 Peningkatan pembinaan pegawai 1 Melakukan Pembinaan oleh pimpinan minimal 

3 bulan sekali terhadap pejabat dan pegawai 
terhadap kinerja.

Terlaksananya Pembinaan secara
Optimal

X X X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

2 Melakukan diskusi, DDTK atau studi kasus 
dari tugas dan fungsi.

X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

3 Sosialisasi peraturan, kebijakan dan informasi 
baru.

X X X X - - Ketua Sesuai kebutuhan

2 Peningkatan Pengawasan 1 Membentuk Tim Pengawas (Hawasbid). Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan secara Optimal

X X X - - Wakil Ketua

2 Menerbitkan SK Hakim Pengawas Bidang. X - - Ketua

3 Membuat program dan jadwal pelaksanaan 
pengawasan Hakim Pengawas Bidang Tahun 
2024.

X - - Hawasbid

4 Melakukan pengawasan bidang secara rutin 
sesuai jadwal dan program :
a. Melakukan Pengawasan bidang X X X X X X X X X X X X - - Hawasbid

b. Memberikan arahan dan bimbingan 
kepada seluruh pegawai Pengadilan 
Agama Pangkajene

X X X X X X X X X X X X - - Hawasbid

c. Melaporkan hasil pengawasan kepada 
Koordinator Hawasbid

X X X X X X X X X X X X - - Hawasbid

d. Melakukan ekspose hasil pengawasan. X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua

e. Memeriksa hasil tindak lanjut hasil 
pengawasan yang telah ditindaklanjuti.

X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua

3 Penanganan Pengaduan 1 Menindaklanjuti  laporan atau pengaduan 
masyarakat terhadap tingkah laku hakim, 
pejabat dan pegawai, baik melalui pengaduan 
di layanan PTSP dan juga melalui aplikasi 
SIWAS Badilag

Terlaksananya Pembinaan dan
Pengawasan secara Optimal

X X X X X X X X X X X X - - Wakil Ketua

Sungguminasa, 9 Januari 2025

Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa

A. Muh. Yusri Patawari, S.H.I., M.H.
NIP. 198001262007041001
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TLHP PENGAWAS BIDANG 

EVIDEN NOMOR 8 

Telah disediakan instrumen mediasi secara elektronik pada Ruang Mediasi. 
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MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
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SOP Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 
Kehakiman;

1. S1 sederajat
2. SMA sederajat

2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan 
Agama;

3. Peraturan  Sekretaris  Mahkamah Agung  RI  Nomor  02  Tahun 
2012  tentang  Pedoman  Penyusunan  Standar  Operasional 
Prosedur (SOP).

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Masing-masing Sub Bagian 1. Komputer/Laptop

2. Scanner
3. Printer
4. Jaringan Internet

Peringatan Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan, maka akan berdampak kepada 
ketertiban administrasi kepegawaian.

Pencatatan analisis beban kerja dan 
analisis jabatan sebagai referensi 
administrasi dalam pelaksanaan 
baperjakat.



No. Aktifitas

Pelaksana Mutu Baku

Ketua
Kasubbag 

Kepegawaian 
dan Ortala

Kasubbag 
PTIP Sekretaris

Persyarat-
an/ Perleng-

kapan
Waktu Output

1 Ketua memberikan 
arahan dan 
memerintahkan 
Kasubbag Kepegawaian 
dan Ortala untuk 
menyusun ABK dan 
ANJAB melalui 
Sekretaris;

Disposisi 
Ketua

10 Menit Disposisi 
Ketua yang 
telah diparaf 
Sekretaris

2 Menganalisa semua 
kegiatan dan membuat 
konsep perhitungan ABK 
dan ANJAB, kemudian 
menginstruksikan kepada 
Kasubbag PTIP dan 
Kasubbag Kepegawaian 
dan Ortala untuk 
membuat Konsep ABK 
dan ANJAB;

Konsep ABK 
dan ANJAB

15 Menit Konsep ABK 
dan ANJAB

3 Mengumpulkan data, 
mengetik dan mencetak 
konsep ABK dan ANJAB;

Konsep ABK 
dan ANJAB

450 
Menit

ABK yang 
telah diketik 
dan dicetak

4 Membahas konsep ABK 
dan ANJAB bersama 
Kasubbag PTIP;

ABK dan 
ANJAB yang 
telah diketik 
dan dicetak

30 Menit ABK dan 
ANJAB yang 
telah diketik 
dan dicetak

5 Melakukan perbaikan 
ABK dan ANJAB sesuai 
hasil pembahasan dan 
memeriksa hasil 
perbaikan;

Dokumen 
ABK dan 
ANJAB

15 Menit Dokumen 
ABK dan 
ANJAB

6 Ketua memeriksa, 
meneliti dan 
menandatangani ABK 
dan ANJAB kemudian 
diserahkan kepada 
Kasubbag Kepegawaian 
melalui Sekretaris

Dokumen 
ABK dan 
ANJAB

15 Menit Dokumen 
ABK dan 
ANJAB 
disertai 
memo 

pengantar 
yang telah 

diparaf
7 Sesuai Instruksi Ketua 

Sekretaris 
menginstruksikan kepada 
Kasubbag Kepegawaian 
untuk Pengarsipan dan 
Penggandaan

Dokumen 
ABK dan 
ANJAB 
disertai 
memo 

pengantar 
yang telah 

diparaf

5 Menit Dokumen 
ABK dan 

ANJAB yang 
telah diparaf 
dan ditanda-

tangani 
Ketua

8 Menggandakan dokumen 
ABK untuk kemudian 
diarsipkan

Dokumen 
ABK dan 

ANJAB yang 
telah diparaf 
dan ditanda-

tangani 
Ketua

10 Menit Hasil 
Penggan-

daan 
Dokumen 
ABK dan 
ANJAB

Ya

Tidak
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